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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Lm“lslossaﬁlhmhnkmhal 19 dan Pasal 32 ays (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegmsi Sccara Elektronik, untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga. gubermur, atau bupati/wali kota menerbitkan frin Lokash kepada:

Nama Ussha ¢ Yaymsan RAUDHATUL JANNAH NEGERI AGUNG
Nomor Induk Berusaha ¢ 0220208340244
Lokasi Yang Disctujui
8. Alamat KP. Kali Papan RT 002/004
b. Desa/Kelurahan ¢ Kali Papan
¢, Kecamatan * Negeri Agung
d. Kabupaten/Kots : Kab, Way Kenan
e. Provinsi ¢ Lampung
. Luas Lahan 1 400M°
g Rencana Kegiatan ¢ PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
bh. Koordinat Geografis T -6A4582626,107.5163313

Bctduaxtn?ulln-yma)PeunnnPemfhnthuTmzms.uhLohdnhhbuhheMM
otomatis,

Ketentuan :

1. Lzin Lokasi diberikan untuk janghas wakiu 3 (tga) tabug erhitung scjak tanggal penerbitan Lrin Lokatl berlaks efcksif;

zmm»mmmmwmmmmummmwmmm
dimahan kepada Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;

3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegi peroleh tanah sesual dengan bokasi yang daunjuk dalam Pess Lrin Lokasi:

4. Dalam hal akan menggusskan atau memanfunthan tanak yang telsh diperolel sehagai dimaksud pada ayat (2), Pelahy Usaba wajidy
Mmummummuwwmmmm

5. Pemepang Lzin Lokasi wajib melaporian secarn berkals setiap ) (tign) bulan kepads Kansor 1 e lehan tarah

yang sudab dilsksmakan berdasrkan Lzin Lokasi dan pelaksansan penygunaan dsn pemanfasts b tersebat |
6. Pemegang Lzin Lokasi wajib mematubi peraturnm perandangan yang bertaky.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Lein Lokasi ates usubin Pemerintah Dacrah dan Kamtor Perrasahan:

8, kzin Lokasi ini buksn merupakan pemberian bak atas tanah dan diberikan stk mengures peri lanjutrys pads st yang
9. Apabila di & dian han terny dapat kekelinan dalum Kepatusan inl, maks skan dilakukan pert 22
Diterbitkan tanggal ¢ 26 Novemnber 2020 Oleh : Bupat Kab, Way Kanan
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional 5
Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonform

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 lcn!:n-g r;laym
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Meni:l‘;(')pa:‘::onal
Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan 1zin Km  Sttoen dan
berupa lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal telah mem

berlaku efektif kepada:

Nama Usaha :  Yayasan RAUDHATUL JANNAH NEGERI AGUNG
Nomor Induk Berusaha ¢ 0220208340244
Alamat Perusahaan :  Kampung Kalipapan
Lokasi Usaha
a, Alamat : KP. Kali Papan RT 002/004
b. Desa/Kelurahan :  Kali Papan
c. Kecamatan ¢ Negeri Agung
d. Kabupaten/Kota ¢ Kab. Way Kanan
e. Provinsi :  Lampung

Lzin lzin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan
berlaku cfektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Way Kanan
terlampir scsuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan
Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari temyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sehagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 26 November 2020 Oleh : Bupati Kab, Way Kanan




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tcntang Pglaya'nm
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan

Lembaga, Gubemnur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional
yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha ¢ Yayasan RAUDHATUL JANNAH NEGERI AGUNG
Nomor Induk Berusaha + 0220208340244
Alamat Perusahaan Kampung Kalipapan
Lokasi Usaha
a. Alamat KP. Kali Papan RT 002/004
b. Desa/Kelurahan Kali Papan
¢. Kecamatan Negeri Agung
d. Kabupaten/Kota Kab. Way Kanan
e. Provinsi Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah
1. 1zin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal :

. ' giatan komersial atay operasional setelah pelaku usaha
menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
Diterbitkan tanggal ~ : 4 Maret 2020




